PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Awang Long No 1 KOTA BONTANG - KALIMANTAN TIMUR
elp (0548) 26606 Fax. (0548 ) 20007 Website . disdukcapil bontangkota go.id

. KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KOTA BONTANG

NOMOR : 28 TAHUN 2019

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

Menimbang © . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008,
tentang keterbukaan informasi publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan
Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang
konsckuensi secara scksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi
publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar
informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menctapkan informasi
public yang dikecualikan pada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam
suatu Keputusan Kepala Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan
Informasi Publik yang dikecualikan.

—

Mengingat . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik ;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ;

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemeriniah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan
Informasi Publik ;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi,

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

12. Peraturah Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negen
dan Pemerintah Dacrah; .

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Sistem Manajemen Pengaman Informasi,

14, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik  dilingkungan Pemerintah Kota Bontang;

16. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang susunan pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang,

Informasi lain diluar daflar informasi yang dikecualikan yang tercantum
dalam lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai informasi yang dapat
dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, sctiap saat maupun serta
merta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditctapkan, bila kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal 8 April 2019

Kepala Dinas,

Dra.Hj.Yuliatinur, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196007221985012001
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Lampiran

SK Nomor
Tentang

.92 Tahun 2019
- Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang

NO | JENIS KLASIFIKASI
INFORMASI YANG

1 IP Address

ALASAN

DIKECUALIKAN |

| Menghindan tenadinga
penyalangunazn har arses

 DASARHUKUM

UUNo 11 Th 2002 tentang
Informass dan Transaksi
Elertroniv (ITE) pasal 30

2 sermame dan
Passyword Aplivasi SIAK

Menghindarn teradinga
pun/ala‘ngunaaﬂ hak arses

WAKTU

Tidak torbatas

UU Mo 11 Th 2002 te m'mg
Informasi dan Tranisaksi
Elertroniv (ITE) pasal 20

| Tidar terbatas

T JANGKA

3 Data Pribzdi Penduduk,

yang memuat

Iris Mata

Sidiv. Jari

Tanda Tangan

Keterangan

cacat fisiv

dan/atau mental

e. Elemen data
lainnya yang
meruparan aib
seseorang

aoow

Data perorangan tertentu
yang harus disimpan,
diranat dan dijaga
kebenaran sera dilindung
rerahasiannya.

a. UUMNo.14 Th 2008 tentang
KIP pasal 17 huruf i

b UUMNo 23Th 2006 jo
UUNo 24 Th 2013
tentang Administrasi
¥ependudukan, Pasal 84
ayat 142, Pasal 85 ayat
1,243

Dibuka pada
sampai dengan
telah
diterbitkannya
Keputusan
Mendagri/Guber
nur/talixota
tentang ijin
untuk
memperoleh
data pribadi
penduduk

4 Informasi Pengaduan
Masyarakal

Mehndungs Hak Dasar
fAanusia berdasarkan
ronstitusi

a.  UU No 14 th 2008 tentang

KipP

b. UU No.25 th 2009 tentang

Pelayanan Publik

* Dibuka
apabila
mememuhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan
* Permintaan
atau
persetujuan
sendiri
Permintaan
institusi/lemba
ga
berdasarkan
ketentuan
perundang-
undangan
* Untuk
kepentingan
penelitian,
pendidikan
sepanjang
tidak
menyebut
identitas
pengadu

LHP (Laporan Hasil
Pemeriksaan)

Apabila LHP belum final
ditindak lanjuti

UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17
Huruf a

Dibuka untuk
kepentingan
pemeriksaan
dari pihak
instansi yang
berwenang

Telahan Staf

Apabila TS bersifat rahasia

UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17
Huruf h

Dibuka khusus
untuk
kepentingan
instansi tertentu

Memo/ Disposisi yang
bersifat rahasia

Bersifal rahasia

UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17
Huruf h

Dibuka khsusus
untuk
kepentingan
tertentu

Sanksi Hukuman Disiplin
Tertulis

Untuk melindungi aib
seseorang

UU KIP No.14 Th 2008 Pasal 17
Huruf h angka 4,5

Dibuka untuk
kepentingan
tertentu

Identitas PNS yang
mengajukan perceraian

Melindungi Hak Dasar
I4anusia berdasarkan
konstitusi

a. UUD Negara Rl Tahun 1945

pasal 28s.d28 h
b. UUKIP No. 14 Tahun 2008
pasal 17

¢ Dibuka
apabila
mememuhi
permintaan

aparatur
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10

Data Usulan
pengangkatan PNS
dalam jabatan struktural

e

“Sebagai dasar Penctapan
Kebijakan dalam
pembinaan PNS

"2 UUD Negara RI Tahin 1045

pasal 26 Asd 28 h

b UU No 14 Tahun 2008
lentang KIP pasal 17

¢. PP No 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan PNS
Dalam Jabatan Struktural Jo.
PP Np. 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas PP

No. 100 Tahun 2000 __

1 | Laporan Pajak-pajak

Pribadi (L.LP2P)

Melindungi Hak Dasar
Manusia berdasarkan
konslitusi

UU KIP No. 14 Tahun 2008
Pasal 17

penegak |
hukum atas
perintah
pengadilan

¢ Permintaan
alau
persetujuan
sendiri

o Poermintaan
Institusi/lamba

__gaberwenang
Terbatas sampal

dengan

pelantikan

“e Dibuka

apabila
mememubhi
permintaan
aparatur
pencgak
hukum atas
perintah
pengadilan
Permintaan
atau
persetujuan
sendiri
Permintaan
institusi/lemba
ga berwenang |

12

Laporan Kinerja
Pegawai (SKP)

Melindungi Hak Dasar
Manusia berdasarkan
konstitusi

UU KIP No. 14 Tahun 2008
Pasal 17

o Dibuka
apabila
mememubhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan

¢ Permintaan
atau
persetujuan
sendiri
Permintaan
institusi/lemba
ga berwenan

13

Laporan Gaji Pegawai

Melindungi Hak Dasar
Manusia berdasarkan
konstitusi

UU KIP No. 14 Tahun 2008
Pasal 17

« Dibuka
apabila
mememubhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan
Permintaan
atau
persetujuan
sendiri
Permintaan
institusi/lemba
ga berwenang

14

Laporan hasil
pemeriksaan kinerja
yang belum bersifat final

a. Laporan hasil
pemeriksaan jika
dikuasai oleh
orang/pihak yang tidak
terkait berpotensi terjadi
penyalah gunaan

b. Laporan hasil
pemeriksaan belum
bersifat final

a. UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP pasal 17;

b. PP no. 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengadilan
Intern Pemerintah;

c. PP No. 79 tahun 2005
tentaang Pedoman
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

» Dibuka
apabila
mememuhi
permintaan
aparatur
penegak
hukum atas
perintah
pengadilan

Permintaan
institusi/lemba
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Peraturan Menpan

.
1

ga audil res _:

tentaang Pedoman

Scanned by CamScanner

4‘7 hukom atas

No PERD4M PANQI2008 pementah |

tentang Kode E1X
Pengawasan Intem
Pemerntah

e Peraturan Menpan
No PER/SM PAN/03/2008
tentang Stanar Audit
Pengawasan Intem
Pemenntah

f Peraturan Mendagn No. 28
Tahun 2007 tentang Norma
Penagawasan dan Kode
Elik Pejabat Pemerintah,
Lampiran | BAB Norma
Pelaporan huruf a I B )

15 | Arsip Dinamis yang Untuk menjamin rekaman a UUNo 14 Tahun 2008 . Dx{‘uk'n
menurut Sifatnya kegiatan dan penstiwa tentang KIP Pasal 17 hurufi apabda
rahasia, seperti berjalan optimal b. UU No. 43 Tahun 2009 momgmuh.l
dokumen penawaran, tentang Kearsipan, permintaan
SPJ kegiatan, rincian ¢. PP No. 60 tentang Sistem aparatur
harga perkiraan sendir, Pengadilan Item penegak
dokumen kontrak dan Pemerintah, hukum atas
dokumen lainnyayang d PP No .78 Tahu 2005 penn!ah‘
bersifat rahasia tentang Pedoman pengadian

pembinaan dan o Pemintaan
Pengawasan mstitusilemba
Penyelenggaraan Pemda, @a audit resmi
¢. Perpres No. 54 tahun 2010 pemenntah
tentang pengadaan o Terbatas
barang/jasa pemenntah; sampai
f. Peraturan Menpan lembaga yang
Np.PER/04/M PAN/03/2008 benwvenang
tentang kode etik melakukan
pengawasan Intem audit
pemenntah; keuangan dan
g. Peraturan Menpan terdit Laporan
Np.PER/05/M PAN/03/2008 Hasil
tentang standar audit Pemenksaan
pengawasan intem
pemerintah;
h. Peraturan Mendagri No. 28
Tahun 2007 tentang Norma
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabatl Pemerintah dan
Kode Etik Pejabat
Pemerintah;

16 | Laporan Realisasi a. Laporan jika dikuasai a. UU No. 14 Tahun 2008 « Dibuka
Anggaran yang belum oleh orang/pihak yang tentang KIP pasal 17, apabila
bersifat final tidak terkait berpotensi b. PP no. 60 Tahun 2008 mememuhi

terjadi penyalahgunaan tentang Sistem Pengadilan permintaan
b. Laporan belum bersifat Intern Pemenintah, aparatur
final c. PP No. 79 tahun 2005 penegak
tentaang Pedoman hukum atas
Pembmaan dan pemntah l
Pengawasan pengadian
Penyelenggaraan « Permintaan
Pemerintah Daerah; mstitusilemba
d. Peraturan Menpan ga audit resmi
No.PER/Q4/M . PAN/03/2008 pemenntah
tentang Kode Etik « Tedatas
Pengawasan Intem sampai
Pemerintah len\baga yang
e. Peraturan Menpan benwenang
No PER/0SM.PAN/03/2008 melakukan
lentang Stanar Audit audit
Pengawasan Intem Keuangan dan
Pemerintah terbt Laporan
f. Peraturan Mendagn No. 28 Hasil
Tahun 2007 tentang Noma Pomerikaaan
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemenntah,
Lampiran | BAB Noma
Pelaporan huruf a 3
17 | Laporan Progronis yang . Laporan jika dikuasai a UUNo 14 Tahun 2008 o Diduka
belum bersifat final oleh orang/pthak yang tentang KIP pasal 17, apabia
tidak terkait berpotensi b. PP no. 60 Tahun 2008 mememuh
terjadi penyalahgunaan tentang Sistem Pengadilan penuntaan
. Laporan belum bersifat Intem Pemenntah; aparaty
final ¢. PP No. 79 tahun 2005 penegak

e s A B AP



18

Laporan Arus Kas dan
Laporan Aktivitas Dinas
yang belum bersifat final

Laporan jika dikuasai
oleh orang/pihak yang
tidak terkait berpotensi
terjadi penyalahgunaan

. Laporan belum bersifat

final

Pembinaan dan perintah
Pengawasan pengadilan
Penyelenggaraan * Permintaan
Pemenntah Daerah; institusilemba
. Peraturan Menpan ga audit resmi
No PER/04/M PAN/03/2008 pemerintah
tentang Kode Etik e Terbatas
Pengawasan Intern sampai
Pemerintah ]embaga yang
. Peraturan Menpan berwenang
No PER/05M .PAN/02/2008 melakukan
tentang Stanar Audit audit
Pengawasan Intern keuangan dan
Pemenntah terbit Laporan
Peraturan Mendagri No. 28 Hasil
Tahun 2007 tentang Norma Pemeriksaan
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemerintah,
Lampiran | BAB Norma
Pelaporan huruf a
UU No 14 Tahun 2008 « Dibuka
tentang KIP pasal 17, apabila .
PP no. 60 Tahun 2008 mememubhi
tentang Sistem Pengadilan permintaan
Intern Pemerintah; aparatur
PP No. 79 tahun 2005 penegak
tentaang Pedoman hukum atas
Pembinaan dan perintah
Pengawasan pengadilan
Penyelenggaraan e Permintaan
Pemerintah Daerah; institusi/lemba
. Peraturan Menpan ga audit resmi
No.PER/04/M.PAN/03/2008 pemerintah
tentang Kode Etik « Terbatas
Pengawasan Intern sampai
Pemerintah lembaga yang
. Peraturan Menpan berwenang
No.PER/05/M.PAN/03/2008 melakukan
tentang Stanar Audit audit
Pengawasan Intern keuangan dan
Pemerintah terbit Laporan
Peraturan Mendagri No. 28 Hasil
Tahun 2007 tentang Norma Pemeriksaan
Penagawasan dan Kode
Etik Pejabat Pemerintah,
Lampiran | BAB Norma
Pelaporan huruf a

Ditetapkan di Bontang

+/Hj. Yuliatinur, MM

‘f%?nbina Utama Muda
NIP. 196007221985012001
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